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Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai
berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong





b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw),
misalnya: bayn dan qawl.
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali
bila terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan
huruf besar (Al-) Contohnya: Al-qur’an.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat
yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat
yang sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya
perkataan Al-Qur’an, sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut
menjadi bagian dari teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh,
misalnya:
ﺖﯿﺒﻟ ا ﻞھ ا (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
2. H. = Hijriah
3. HIR = Het Hezelane Inland Reglement
4. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
6. M. = Masehi
7. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. PPATK = Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat.....
10. ra. = Radiyalllahu ‘Anhu
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam
12. swt. = Subhanahû wata'alâ
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Skripsi ini mambahas masalah tentang eksistensi saksi mahkota di dalam
persidangan yang banyak menuai kontroversi dalam berbagai aspek salah satunya
Hak Asasi Manusia terutama Hak terdakwa, yang membuat saksi mahkota
sebaiknya tidak digunakan atau dihadirkan oleh Penuntut Hukum didalam
persidangan.
Penelitian ini bersifat deskriptif analilitik dan content analitik karena
metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan data-data,
menyusun, menjelaskan dan menganalisa yang kemudian diinterpretasikan dan
disimpulkan. Jenis penelitian ini adalah library reseach atau penelitian
kepustakaan dimana data primernya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor
1986/K/Pid/1989 tanggal 21 maret 1990, Yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989
tanggal 21 Maret 1990, yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1592
K/Pid/1994 dan data sekundernya berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum
yang diambil dari pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang remisi
untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan
penelitian ini dan dianggap sangat penting.
Hasil dari pembahasan ini pada dasarnya saksi mahkota hanya diatur
dalam ketentuan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP),
yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai
terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri
sebagai saksi. Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang saksi mahkota
sebagai alat bukti dalam perkara pidana dijumpai dalam Yurisprudensi melalui
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang
apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan
syarat bahwa saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk
dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu,
dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang saksi
mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama
diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang
perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal
tersebut, maka pengajuan ‘saksi mahkota’ sebagai alat bukti dalam perkara pidana
didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan
pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan
mekanisme pemisahan (splitszing) serta apabila dalam perkara tersebut masih
kekurangan alat bukti, khususnya saksi.
Didatangkannya atau dihadirkannya saksi mahkota di persidangan di
perbolehka, dengan syarat apabila saksi tersebut termasuk saksi kunci dalam
persidangan, Sabaiknya juga Penuntut Umum harus lebih pintar dan lincah




A. Latar Belakang Masalah
Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur
berbagai alat bukti yang sah menurut hukum, suatu sistem yang dianut dalam pembuktian di
Indonesia.
Sumber-sumber hukum pembuktian di Indonesia :
1) Undang-undang,
2) Doktrin atau ajaran,
3) Yurisprudensi.1
Membuktikan suatu perkara menurut Van Bummelen yang dikutip Prof Moeljatno,
adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang :
1) Apakah hal yang tentu itu sungguh-sungguh terjadi..?
2) Apa sebebnya demikian halnya…?
Senada dengan hal tersebut, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan membuktikan
mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga
dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pada suatu pembuktian selalu ada
alat bukti, dan yang dimaksud alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan
suatu perbuatan. Dengan alat-alat bukt bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana
yang telah dilakukan oleh terdakwa.
1Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan
Praktisi (Bandung ; Mandar Maju, 2003),  h. 10.
2Unsur yang paling penting dalam kesaksian adalah keterangan saksi. Dasar hukumnya
adalah pasal 184 ayat (1) huruf a pada pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).2
Pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang dia dengar, dia lihat, dan
dia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHAP). Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu
alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa
pidana yang ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (pasal 1 butir
27 KUHAP)3.
Hukum Islam sangat menganjurkan didatangkannya beberapa orang saksi dalam
persidangan. Adapun hukum kesaksian itu adalah fardhu’ ain bagi orang yang memikulnya
bila dia dipanggil untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilang bahkan wajib apabila
dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.4 karena Allah
swt. dalam QS al-Baqarah/ 2: 282
                     
              .......
Terjemahnya:
2Hari sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan
Praktisi, h.11-12
3Gerry Muhammad Rizki, KUHAP, h. 196-197
4Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah-14 (Cet. ke-1. Bandung: Alma’arif, 1987), h. 56.
3282 persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang
lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.5
Di dalam persidangan yang membutuhkan keteranngan saksi, seringkali muncul penggunaan
saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana. KUHAP dan penjelasannya tidak
mengatur secara tegas mengenai definisi otentik tentang saksi mahkota. Namun demikian,
ketentuan Pasal 168 huruf (c) KUHAP merupakan dasar pengaturan terhadap eksistensi saksi
mahkota.
Pada awalnya, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana
dibolehkan karena didasarkan pada alasan adanya kekhawatiran kurangnya alat bukti yang
diajukan, khususnya terhadap perkara pidana yang berbentuk penyertaan dan juga alasan
untuk memenuhi rasa keadilan publik.
Dalam yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990 tersebut
dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa Penuntut umum
mengajukan saksi mahkota di persidangan dengan syarat bahwa saksi ini dalam
kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa
yang diberikan kesaksian.
Selain itu, dalam yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang
saksi mahkota yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan
sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkara diantaranya
dipisah karena kurangnya alat bukti.6
5Departeman Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lubuk Agung, Bandung, 1989), h. 48
6Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990, h. 19 - 44.
4Namun demikian kelemahan dari pemeriksaan seperti ini sering mengakibatkan
terjadinya keterangan saksi palsu, sehingga ada kemungkinan saksi tersebut diancam atau
dikenakan pasal 224 KUHP.
Doktrin hukum yang menyatakan prinsip saksi mahkota itu, tidak boleh di gunakan,
karena melanggar hak asasi manusia. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mungkin yang
dimiliki semua saksi, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi.
Namun  pemeriksaan ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia
dengan putusan Nomor : 66/ K/Kr/1967, tanggal 25 Oktober 1967,  yang sebenarnya
bertentangan dengan yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994
yang seharusnya praktik saksi mahkota dapat diakhiri.
Seharusnya penyidik sebelum melakukan penyidikan hendaknya mengfungsikan
secara maksimal penyelidikan sehingga mendapatkan saksi yang cukup dan tidak perlu
menggunakan saksi mahkota.7
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dalam hubungannya dengan
judul skripsi, masalah pokok dapat  di rumuskan masalah pokok tersebut dijelaskan dalam
sub-sub masalah sebagai berikut :
1) Bagaimana pandangan hukum nasional tentang keterangan saksi mahkota dalam suatu
pembuktian tindak pidana ?
2) Bagaimana saksi mahkota perlu di tinjau ulang karena bertentangan dengan esensi
Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi terdakwa ?
7Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan
Praktisi, h. 51-52.
5C. Pengertian Judul
Dalam memudahkan dan menghindari penafsiran dalam memahami pembahasan ini,
maka terlebih dahulu menguraikan pengertian judul sebagai berikut:
1) Saksi
Sebagaimana yang telah diketahui bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana
kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangya dengan dua alat bukti yang sah dalam
setiap pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan cara biasa, singkat maupun cepat. setiap
alat bukti itu diperunakan guna membantu hakim untuk mengambil keputusannya.
Menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) alat bukti
yang sah dalam perkara pidana salah satunya yaitu keterangan saksi atau kesaksian.
Berdasarkan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara
pidana yang dilanggar sendiri, dilihat dan dialami sendiri.
Demikian pula Pasal 1 butir 27 KUHAP yang dimaksud keterangan saksi ialah salah
satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu
peristiwa yang didengar, dilihat dan dialami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.
Menjadi saksi adalah suatu kewajiban setiap orang. orang yang menjadi saksi setelah
dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak
6kewajiban itu saksi dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang yang
berlaku.8
Isi dan nilai keterangan seorang saksi :
"Dengan pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan
yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi".9
Didalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan " Dalam keterangan saksi tidak
termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu".10
Saksi itu sendiri menurut RUU PERLINDUNGAN SAKSI (VERSI KOALISI LSM)
Pasal 1 angka 1 Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang
dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan
peristiwa hukum yang dia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki
keahlian khusus tentang pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana.11
Akan tetapi secara umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHAP) yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dalam Pasal 1
angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar
sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.12
Dan saksi mempunyai beberapa hak yang harus di penuhi yang sudah tercantum dalam
KUHAP sebagai berikut hak-hak saksi dalam KUHAP :
8Dikutip dari tulisan oleh Nanang Desganilwan., SH
9 Gerry Muhammad Rizki, KUHAP, h.269
10 Gerry Muhammad Rizki, KUHAP, h.268.
11Lihat  RUU Perlindungan Saksi (Versi Koalisi LSM).
12Gerry Muhammad Rizki, KUHAP, h.196
71) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 173
KUHAP)
2) Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa Indonesia
(Pasal 177 ayat 1 KUHAP)
3) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan penerjemah
(Pasal 178 ayat 1 KUHAP)
4) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 hari
sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat 1 KUHAP)
5) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran di sidang pengadilan (Pasal
229 ayat 1 KUHAP).
Hak-hak tersebut masih sangat terbatas, mengingat modus tindak pidana yang terus
berkembang dan lebih sistemik.13
Pengertian saksi menurut hukum Islam dilihat dari etimologi, menurut etimologi
(bahasa) kata saksi dalam bahasa arab dikenal dengan Asy-syahadah ( ةدﺎﮭﺸﻟا ) adalah bentuk
isim masdar dari kata – ﺪﮭﺸﯾ ﺪﮭﺷ (syahida-yasyhadu) yang artinya menghadiri, menyaksikan
(dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna al-bayinan
(bukti), yamin ( (sumpah) dan iqrar (pengakuan).14
2. Saksi Mahkota
Istilah ’saksi mahkota’ tidak terdapat dalam KUHAP. Walaupun dalam KUHAP
tidak ada definisi otentik mengenai ’saksi mahkota’ (kroon getuide) namun dalam praktik dan
berdasarkan perspektif empirik saksi mahkota itu ada. Di sini yang dimaksud ”saksi
13Lihat KUHAP h.263,264,265,284,285
14Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab–Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif,
2002, Cet. ke-25, h. 746-747.
8mahkota” didefinisikan adalah ;”saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang atau
lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana dan
dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.
Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut
adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan
yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas
kesalahan yang pernah dilakukan saksi tersebut”.15
Mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437
K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:
“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota
(kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan
sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa
lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada
Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang
berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap
perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya
dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.
Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam
peristiwa penyertaan.”16
15M. Sofyan Lubis, SH. Saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana (Yogyakarta : paradigma 2010) ,
h.5.
16Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.
93. Hukum Nasional
Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan hukum positif  ialah suatu penyusunan
terhadap hidup kemasyarakatan yang ditetapkan atau kuasa masyarakat itu, dan berlaku untuk
masyarakat itu, hukum positif ini terbatas menurut waktu dan tempat.
4. Hukum Islam
Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Fiqh Jinayah
adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang
dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil
dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur’an dan Hadits17
D. Kajian Pustaka
Dalam membahas persoalan ini secara lebih lanjut akan menunjukkan beberapa
referensi yang memiliki korelasi dengan pembahasan masalah ini.
- Hari Sangka dan Lily Rosita dalam bukunya hukum pembuktian dalam perkara
pidana untuk mahasiswa dan praktisi yang menjelaskan tentang pembuktian di dalam
persidangan  yang salah satunya harus menghadirkan saksi-saksi yang di perlukan,
termasuk saksi mahkota, tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan apa sebenarnya
saksi mahkota  tersebut, dan tidak mennjelaskan kekuatan hukum saksi mahkota yang
dihadirkan dalam persidangan
- Varia peradilan No. 62 Nopember 1990 yang menuliskan tentang yurisprudensi
tentang kesaksian saksi mahkota, tetapi dalam buku ini hanya memuat yurisprudensi
yang setuju saksi magkota di hadirkan, sebenarnya dalam praktiknya banyak
17Dede Rosyada, Hukum Islam dan Pranata Soaial (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992), h. 86.
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yurisprudensi yang muncul untuk melarang saksi mahkota yang tidak di tulis dalam
buku ini
- RUU Perlindungan saksi ( versi koalisi LSM) yang berisi tentang hak-hak seorang
saksi, dan wajibnya seorang saksi di lindungi,
- KUHP yang berisikan tentang aturan-aturan dalam berpidana.
- Al-Qur’an yang berisikan ajaran ajaran agama Islam
Sepanjang hasil bacaan, tema ini belum dibahas secara khusus oleh buku-buku lain
yang ada baik secara konseptual maupun nilai-nilai yang kemudian dimaksudkan lebih lanjut.
E. Metodologi Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang juga sering
disebut dengan penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan melakukan
penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif.
2. Pendekatan Penelitian
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Yuridis
Suatu metode penelitian yang menekankan pada suatu penelitian dengan melihat pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP) dan Undang-Undang yang terkait tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan. Dalam metode ini  senantiasa
berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku.
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b. Pendekatan Syar’i
Pendekatan dengan menggunakan ilmu syari’ah khususnya fikih islam tentang peradilan,
3. Sumber Data
Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data
primer dan sekunder.
a. Data Primer : Yurisprudensi nomor 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990,
yurisprudensi Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994. sebagai data
pokok yang dianalisis dalam skripsi ini.
b. Data Sekunder : berupa buku-buku atau bahan-bahan hukum yang diambil dari
pendapat atau tulisan-tulisan para ahli dalam bidang kesaksian, khususnya saksi
mahkota untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan
dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data
1) Identifikasi Data yaitu dengan mengumpulkan beberapa literatur, kemudian
memilah-milah dan memisahkan data yang akan dibahas,
2) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk
mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam
menemukan jawaban pokok permasalahan.
b. Analisis Data
Adapun untuk mengnalisis data,menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian
sumber data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis
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dalam menganalisis menggunakan teknik analisis dokumen yang sering disebut content
analisis.
Disamping itu data yang dipakai adalah data yang bersifat deskriptif, yang
mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum
yang menjadi objek penelitian dan analisis data yang dipergunakan dengan pendekatan
kualitatif terhadap data primer dan sekunder.
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
Pembahasan skripsi ini bertujuan:
1) Untuk mengetahui pandangan hukum nasional terhadap keterangan saksi mahkota
dalam suatu pembuktian tindak pidana di pengadilan
2) Untuk memperjelas esensi Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi terdakwa,
sehingga tidak ada problem yang muncul terhadap kesaksian yang di berikan oleh
saksi mahkota
Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah:
1) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih atas kesaksiaan saksi mahkota
yang di lihat dari hukum positif dalam pembuktian tindak pidana
2) Diharapkan agar Hak Asasi Manusia, khususnya hak asasi terdakwa dapat di maknai
secara luas karena adanya kesaksian saksi mahkota dalam persidangan.
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BAB II
HUKUM KESAKSIAN SAKSI DALAM PERSIDANGAN
A. Kedudukan Saksi Menurut Hukum
Saksi adalah orang yang dapat memeberikan keterangan guna
kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana
yang ia dengar sendiri, ia lihat dan alami sendiri1. Keterangan saksi di dalam
penyidikan atau penyelidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar
pemeriksaan perkara di dalam tahap penyidikan atau penyelidikan. Tidak hanya
itu keterangan saksi adalah salah satu alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184
ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).2
Di mata hukum pembuktian saksi berperan penting untuk menjelaskan
kondisi terdakwa/tersangka, apakah seorang tetdakwa/tersangka itu bersalah atau
tidak, tetapi seorang tetapi saksi tidak bisa menarik kesimpulan atau mengatakan
seorang itu bersalah atau tidak, karna seorang saksi di batasi oleh asas praduga tak
bersalah,yaitu hanya seorang hakim yang berhak menyatakan bahwa seorang
terdakwa bersalah, seorang saksi hanya boleh menduga di dalam pernyataannya.3
Saksi dalam perkara tidak menghadap dengan sendirinya, tetapi mereka
ditunjuk oleh suatu pihak atau oleh hakim dan dipanggil oleh hakim, dalam
panggilannya saksi diharuskan datang di dalam persidangan, saksi di panggil
1 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h.196
2 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h. 268
3 A. Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa ( Intermasa ; Jakarta, 2000).  h.110.
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secara tiga kali, dan saksi dapat dipanggil secara paksa ketika tidak mengindahkan
panggilan yang ketiga dari pengadilan, dikarenakan saksi sangat penting dalam
pembuktian di dalam pengadilan.4
B. Pemeriksaan Keterangan Saksi dalam Persidangan
Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi
tercantum pada dalam Pasal 186 KUHAP berikut :
a. Keluaga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah
sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa
b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara
ibu atau saudara bapak, juga meraka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ke tiga
c. S uami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa
Di samping karena hubungan kekeluargaan (keluarga atau semenda),
ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa meraka yang kerana pekerjaan, harkat,
martabat, atau jabatanya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan
dari kewajiban member keterangan saksi.
Orang yang menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang harus
merahasiakan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Sedangkan yang dimaksud
karena martabatnya dapat mengundurkan diri adalah pastor agama katolik Roma.
4 Prof. MR.A. Pitlo, Pembuktian Dan Daluarsa. h.112.
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Ini berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan pengakuan
dosa kepada pastor tersebut.
Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal tersebut di atas
mengatakan “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberkan
keterangan sebagai saksi…” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi,
dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah, maka kekecualiaan menjadi saksi
karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan
kekecualian relatif.5
Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian di
bawah sumpah ialah :
a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah
kawin
b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baikkembali.6
Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang belum berumur lima
belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila
meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut
psychopaat, mereka ini tidak dapat dipertangungjawabkan secara sempurna dalam
hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam
5 Prof. Dr, Jur . Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Sinar Grafika ; Jakarta,
2008). Hal 260-262.
6 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h.262.
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memberikan keterangan, karena itu keterangan meraka hanya dipakai sebagai
petunjuk saja.7
Pasal 160 ayat (3) KUHAP menjelaskan bahwa sebelum memberi keterangan,
saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-
masing, bahwa ia akan memebrikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain
dari pada apa yang sebenarnya.
Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal
161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:
“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alsan yang sah menolak untuk besumpah atau
berjanji sebagaimna yang dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka
pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan
hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan Negara
paling lama empat belas hari” (ayat (1))8
Isi dan Nilai Keterangan Seorang Saksi
Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun
rekaan, yang diperoeh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan
saksi.9 Di dalam penjelsan Pasal 185 ayat (1) dikatakan “dalam keterangan saksi
tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de
7 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h.337.
8 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h.259.
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. h.264.
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auditu”.10 Dengan demikian, terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi
yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Keterngan demikian
berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau
menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut
testimonium de auditu atau evidence.
Namun demikian, kesaksian de auditu perlu didengar oleh hakim,
walupun tidak mempunyai nilai sebgai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuan
keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.11
C. Kedudukan Saksi Laki-laki dan Perempuan Dalam Perspektif Islam dan
Hukum Nasional
Dunia hukum atau lebih spesifiknya yaitu dalam kesaksian bayak sekali
yang mempertanyakan keabsahan sebuah keterangan saksi apakah dia laki-laki
atau perempuan, dalam pembahasan ini saya akan membahas kedudukan saksi
laki-laki dan perempuan dalam Perspektif Islam dan Hukum Nasional.
1. Kedudukan Saksi Perempuan Dalam perspektif Islam
Sekilas kita bisa melihat betapa setting kemunculan fiqh dalam peradaban
Arab sangat kental dengan budaya patriarkhi, yang melahirkan fiqh yang tidak
adil dan bias gender. Perempuan dinilai separoh dari laki-laki (aqiqah, waris,
kesaksian), mendapat label negative (saat haid), dibatasi dan diproteksi (mahrom)
dan masih banyak diskriminasi lain terhadap hak-hak perempuan. Semua itu tentu
10 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h.339.
11 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. h.265.
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sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin
egaliter.12 Sedikit merujuk pada historisitas posisi perempuan pra-Islam masih
sangat terbelakang. Hanya sedikit perempuan yang menonjol kemampuannya
dibanding dengan laki-laki atau mungkin tidak ada sama sekali24, hal ini tidak
terlepas dari tradisi Jahiliyah yang menempatkan perempuan dengan sangat
rendah bahkan tidak punya hak hidup (begitu lahir langsung dikubur hiduphidup).
Dan kaum laki-laki menempati posisi sentral dan istimewa dalam keluarga dan
masyarakat. Mereka bertanggung jawab secara keseluruhan dalam persoalan
kehidupan keluarga, sehingga kaum perempuan secara umum hanya mengekor
kaum laki-laki. Dapat dikatakan bahwa posisi perempuan pada masa Pra-Islam
adalah sebagai berikut:
a. Dari sisi kemanusiaan, perempuan tidak memiliki tempat terhormat
dihadapan laki-laki karena tidak adanya pengakuan atau sikap laki-laki terhadap
perempuan dalam mengatur masyarakat.
b. Ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, suami dan istri di
lingkungan keluarga.
c. Mengesampingkan kepribadian atau kompetensi perempuan dalam
memperoleh penghidupan, sehingga perempuan tidak memiliki hak dalam
persoalan waris dan kepemilikan harta.13
Namun ketika Islam datang, harkat perempuan mulai terperhatikan
sehingga perempuan pada masa Rasulullah Saw bisa menjadi saksi walaupun
perbandingannya antara laki-laki dan perempuan masih 2 (dua) banding 1 (satu),
12 Ihsanudin, Mohammad Najib, Panduan pengajaran Fiqh ,( Yogyakarta: YKF dan Ford
Foundation, 2002), h. 93.
13 M. Attho Mudzakar, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, (Yogyakarta: Putaka
Pelajar, 2001) , h. 38-39.
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artinya dalam persaksian seorang laki-laki bobotnya sama dengan dua orang
perempuan berdasarkan pada QS al-Baqarah/2 : 282
              
            
                   
                 
                
                     
                   
            
                 
               
   
Terjemahnya
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk
waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana
Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu
mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah
walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang
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lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang
mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas
waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali
jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa
bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka
Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah
mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.14
Merujuk pada maksud QS. al-Baqarah/2: 282, Dan persaksikanlah dari dua
orang saksi; bila tidak ada dua orang saksi, maka seorang lelaki dan dua orang
perempuan. Yang demikian ini adalah dalam urusan harta benda seperti, jual-beli,
hutang-piutang, sewa-menyewa, gadaian, pengakuan harta benda. Para ulama
berbeda pendapat (ikhtilaf) dalam masalah bobot saksi perempuan, dimana satu
saksi laki-laki sama dengan dua saksi perempuan. Sama seperti halnya saksi
dalam kasus perzinahan. Dalam kasus ini seorang yang menuduh zina harus bisa
mendatangkan empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung kejadian itu,
ketika dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi laki-laki atau hanya bisa
mendatangkan tiga orang saksi saja dan ingin menggantinya dengan perempuan,
maka dia harus menggantinya dengan dua orang perempuan untuk menggantikan
satu saksi laki-laki.
14 Departeman Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 48
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Itulah perbedaan yang sangat menonjol dalam persaksian di dalam
perspektif islam yang masih mengistimewakan kesaksian seorang lakia-laki
dibandingkan kesaksian seorang perempuan.15
2. Kedudukan Saksi Laki-laki dan Perempuan dalam Hukum Nasional.
Hukum nasional sangat berbeda dengan perspektif islam yang cenderung
mengistimewakan seorang laki-laki dalam menjadi saksi. Karna dalam hukum
nasional semua saksi sama derajatnya di mata hukum.
Hukum nasional memandang semua orang berkedudukan sama, ketika dia
melihat, mendengar dan merakan sendiri kejadian pidana dia bisa langsung
dijadikan saksi, Dan tidak harus melihat latar belakang gander, ras, atau agama.
Karna dalam hukum nasional, kita mengenal asas “semua orang bersamaan untuk
bersejajaran dengan hukum tanpa memandang kelamin, kulit, agama dan status
social”.16 Atas dasar asas itulah kekuatan keterangan saksi tidak pernah
dipertanyakan apakah yang memeberikan keterangan itu laki-laki atau perempuan,
selama dia disumpah sebelum bersaksi, dan dia melihat sendiri kejadian tindak
pidana tanpa perantara orang lain, maka sesaksiannya dianggap sah dimata
hukum.
15 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 1998). h.
96.





A. Pengertian Saksi Mahkota
Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai
saksi mahkota (kroon getuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi
mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang
tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana,
dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota
yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam
bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu
tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau
dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.1
Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam
ketentuan Pasal 168 huruf (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama
sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan
diri sebagai saksi. Selanjutnya, dalam perkembangannya, maka rekognisi tentang
saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana2
Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan saksi mahkota sebagai alat
bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu., yaitu dalam
1 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. h. 85-86.
2 Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990, h. 19 .
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hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan
pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan
(splitsing), serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih
terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya
bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggungjawabannya sebagai
pelaku perbuatan pidana.3
Pada mulanya, keberadaan saksi mahkota ini mulai dikenal semenjak
terjadinya kasus Marsinah yang terjadi pada tahun 1994. Kemudian beranjak dari
peristiwa tersebut, nama saksi mahkota seakan berkembang. Namun kemunculan
dari saksi mahkota oleh sebagian orang dapat dikatakan sebagai jalan keluar satu-
satunya apabila sudah tidak dapat lagi dilakukan pembuktian, namun oleh
sebagian lainnya dianggap sebagai sesuatu yang tidak diboleh dilakukan karena
bertentangan dengan HAM. Seperjalanan hukum yang berkembang, ternyata
bukan hanya persoalan boleh atau tidaknya saksi mahkota itu dapat dijadikan
sebagai alat bukti. Terdapat kenyataan baru mengenai perbedaan definisi dari
saksi mahkota, berikut ini adalah masing-masing pengertian dari saksi mahkota:
1. Saksi Mahkota, terjemahan dari kroongetuige ialah kesaksian sesama
terdakwa, yang biasanya terjadi dalam suatu peristiwa penyertaan. Adapun
yang disebut dengan penyertaan adalah: "Apabila terjadi suatu tindak
pidana yang melibatkan lebih dari satu orang, biasanya penuntutan dan
pemeriksaan didepan sidang dilakukan secara terpisah. Dalam hal
demikian, seorang terdakwa diminta kesaksian untuk teman peserta dalam
3 Pasal 66 KUHAP menjelaskan sebagai berikut : “Tersangka atau terdakwa tidak
dibebani kewajiban pembuktian
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tindak pidana itu. Sebaliknya, terdakwa yang lain diajukan sebagai saksi
terhadap teman yang lain pula. Dengan demikian, dalam melakukan
pembuktian jadi amat mudah." Perumpamaan agar mudah dipahami
adalah jika terjadi penyertaan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan
oleh A dan B, pada tahap penuntutan serta pemeriksaan pengadilan
dilakukan secara terpisah (splitsing). Pada saat A diperiksa sebagai
terdakwa, maka B diajukan sebagaai saksi. Sebaliknya, pada saat B
diperiksa sebagai terdakwa, maka A menjadi saksi. Menurut Loebby
Loqman, kesaksian seperti ini dapat digunakan apabila saksi
memberikannya dengan sukarela. Karena itulah disebut sebagai saksi
mahkota, dengan sukarela, memberikan saksi yang justru akan
memberatkan dirinya. Kesepahaman pengertian saksi mahkota ini di
aplikasikan dan terlihat jelas penggunaannya oleh Adi Andojo dalam
memutus perkara Marsinah. Hal ini dapat dilihat dalam Pertimbangan
hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.1174 K/pid/1994 dengan
terdakwa Ny Mutiari, SH dan Putusan MA No. 1952 K/Pid/1994 dengan
terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono Prayogi.
Meskipun terlihat kesetujuan atas pengertian dari saksi mahkota, namun
dari pertimbangan hukumnya menunjukkan ketidaksetujuan atas
penggunaannya. Berikut adalah petikan dari pertimbangan hukumnya:
"Bahwa judex factie salah menerapkan hukum pembuktian dimana para
saksi yang adalah para terdakwa dalam perkara dengan dakwaan yang
sama yang dipecah-pecah adalah bertentangan dengan Hukum Acara
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Pidana yang menjunjung tinggi HAM, lagipula para terdakwa telah
mencabut keterangannya didepan penyidik dan pencabutan tersebut
beralasan karena adanya tekanan phisik maupun psikis dapat dibuktikan
secara nyata, disamping itu keterangan saksi-saksi lain yang diajukan ada
persesuaian satu sama lain." Sebagian besar berpendapat bahwa
penggunaan saksi mahkota terdapat pengaturannya dalam KUHAP Pasal
168 meskipun dirasa tidak tegas. Berikut adalah bunyi dari Pasal 168
KUHAP: Pihak yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat
mengundurkan diri sebagai saksi antara lain:
1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dengan derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa.
2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,
saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai
hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai
derajat ketiga.
3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-
sama sebagai terdakwa.
2. ini diberikan oleh Andi Hamzah yang mengemukakan bahwa bergantian
menjadi saksi itu bukanlah saksi mahkota. Adapun definisi atau pengertian
dari saksi mahkota sebagai "Salah seorang terdakwa (biasanya yang paling
ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi
mahkota, yang tidak adakn dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya
28
bahwa saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi
terdakwa lainnya yang kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan
(terdakwa yang mengkhianati temannya). Pengertian ini berdasarkan atas
praktek dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dinegara
Perancis dan Belanda. Menurut beliau, penggunaan kesaksian ini
diperbolehkan berdasarkan adagium bahwa jaksa adalah dominus litis
dalam penuntutan terdakwa. Penarikan seorang terdakwa menjadi saksi,
terlebih dahulu diberi janji-janji seperti akan diperingan hukumannya atau
bahkan dibebaskan, apabila bersedia untuk membongkar kejahatan yang
dilakukan teman-temannya.
Pemeriksaan didepan pengadilan atas terdakwa (yang menjadi saksi
mahkota) dilakukan setelah putusan terdakwa-terdakwa lainnya. Terhadapnya
tidak dapat diakukan terdakwa lainnya sebagai saksi sebagaimana yang ia lakukan
terhadap terdakwa yang lain sebelumnya, tetapi mengandalkan alat bukti lainnya.
Pengertian saksi mahkota ini pada negara lain (Belanda):
“Een Kroongetuige is een getuige die zelf een verdachte is, maar die
bereid is om in ruil voor een beloning een verklaring tegen èèn of meer andere
verdachten af te leggen. De beloning houdt vaak in dat wordt toegezegd dat ke
kroongetuige zelf niet vervolgd zal worden. Een andere vorm van beloning is dat
de anonimiteit van de getuige wordt gegarandeerd; dit is met name van
toepassing in situaties waar het leven van de getuige in gevaar kan komen
wanneer hij of zij in de publiciteit komt.
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Een belangrijk bezwaar tegen het gebruik van kroongetuigen is de
vermeende onbetrouwbaarheid; de kroongetuige is immers zelf een (mogelijke)
misdadiger, die op deze manier ook nog eens zijn straf kan ontlopen. Het gebruik
van kroongetuigen wordt in principe dan ook alleen toegestaan wanneer er
sprake is van de ‘klaarblijkelijke onmogelijkheid om een misdrijf op een andere
wijze op te lossen’. In de praktijk vindt altijd een zorgvuldige toetsing plaats
voordat wordt besloten om een getuige als kroongetuige te gebruiken. In sommige
gevallen wordt e rook van een kroongetuige gesproken wanneer de getuige zelf
niet verdacht is maar wel op een andere manier heel nauw bij de misdaad
betrokken was, bijvoorbeeld als slachtoffer.”(Saksi mahkota adalah seorang saksi
yang juga seorang terdakwa, tetapi, yang bersedia untuk memberi pernyataan
melawan salah seorang saksi lain atau lebih, dengan penggantian suatu ganjaran.
Ganjaran itu seringkali berupa janji bahwa saksi mahkota itu sendiri tidak akan
dituntut di muka pengadilan. Bentuk ganjaran lain ialah bahwa anonimitas saksi
dijamin; hal ini terutama berlaku dalam keadaan dimana hidup saksi mungkin
dalam bahaya jika ia tampil di depan umum.
Suatu keberatan penting terhadap pemakaian saksi-saksi mahkota adalah
kemungkinan bahwa saksi mahkota tidak dapat dipercaya, karena saksi mahkota
sendiri (mungkin) seorang penjahat, yang dengan cara ini juga dapat menghindari
hukumannya. Oleh karena itu pemakaian saksi-saksi mahkota hanyalah
dibenarkan bila terjadi ‘kemustahilan yang nyata untuk memecahkan kejahatan
dengan cara lain. Dalam praktek selalu diadakan pengujian yang seksama,
sebelum diputuskan untuk memakai seorang saksi sebagai saksi mahkota. Dalam
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beberapa hal kita juga bicara tentang saksi mahkota, bila saksi sendiri bukan
terdakwa, tetapi dengan cara lain sangat terlibat dalam suatu kejahatan, misalnya
sebagai korban.4
B. Saksi Mahkota dalam Perspektif Islam
Dari berbagai masalah hukum yang dikemukakan oleh hakim agung tersebut,
salah satu di antaranya adalah saksi mahkota. Saksi mahkota adalah saksi yanag
juga segaligus terdakwa dalam perkara penyertaan.
Contoh, tindak pidana korupsi yanag dilakukan secara bersama-sama oleh
beberapa terdakwa. Penuntut umum menjadikannya beberapa perkara secara
terpisah dengan tedakwa masing-masing.
Menurut Hakim Agung tersebut, waktu di mahkamah agung ada dua aliran
dengan pendapat yanag berbeda. Pertama, seseorang terdakwa tidak dapat
menjadi saksi atas tindak pidana yang ia dan teman-teman pelakunya lakukan.
Alasannya didasarkan pada prinsip tidak boleh dijadikan saksi yang sifatnya self
incrimination, artinya kesaksian yang akan melibatkan, memberatkan, atau
mendakwa dirinya sendiri.
Menrut Harjono, salah seorang Hakim konstitusi yang pernah menuntut ilmu
penegetahuan di Southern Methodist University Dallas, Texas, di Amerika Serikat
prinsip tidak boleh melakukan self incrimination dianut secarah teguh.
Kedua, yang berpendapat bahwa boleh saja seorang terdakwa menjadi saksi
dalam perkara yanag dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainya.
Pendapat kedua menggunakan logika.
4 Sp Wibowo, Hukum Kita. https://M.Hukum Kita  Saksi Mahkota.htm (10 Desember
2010)
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Menjadi saksi terhadap kerabat, apalagi terhadap ibu bapak, terutama
memberikan kesaksian yang akan melibatkan, memberatkan atau seakan
mendakwa diri sendiri, adalah suatu perbuatan yang sangat berat. Wajar saja kalau
tak banyak orang yanag dapat melakukannya.
Meskipun demikian, kepada orang-orang beriman, Allah Swt memerintahkan
agar tetap memeberikan kesaksian yang secara psikologis sangat berat itu. Allah
swt berfirman dalam QS al-Nisa/ 4: 135 :
             
      …
Terjemahnya :
. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan,
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.5
Menurut M. Quraish Shibab, “perintah berlaku adil dapat dikemukakan
dengan menyatakan i’dul, berlaku adillah. Lebih tegas dari ini adalah kanu
muqsithin, jadilah orang-orang yang adil dan lebih tegas dari ini adalah kanu
qai’mina bi al-qist, jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi
sebenar-benarnya.
Keutamaan dan keuniversalan keadilan dalam Hukum Islam selain sejalan
dengan pendapat beberapa pakar yanag dikutip di atas, juga dapat disimpulkan
5Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Lubuk Agung Bandung,
1989), h.78
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dari pengulangan kata keadilan lebih dari seribu kali di dalam Al-Qur’an,
menempati posisi terbanyak ketiga setelah kata Allah dan limu pengetahuan.6
C. Status Hukum Saksi Mahkota
Dalam kapasitasnya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung
pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka KUHAP sebagai
hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada
alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam pasal 184 KUHAP, yaitu yang






Saksi mahkota ini hanya ada dalam perkara pidana yang merupakan delik
penyertaan. Pengaturan mengenai ’saksi mahkota’ ini pada awalnya diatur di
dalam pasal 168 KUHAP, yang prinsipnya menjelaskan bahwa pihak yang
bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat
mengundurkan diri sebagai saksi. Kemudian dalam perkembangannya, maka
tinjauan pemahaman (rekoqnisi) tentang saksi mahkota sebagai alat bukti dalam
6 Varia Peradilan Tahun  26 November 2010, h.58-60.
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perkara pidana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986
K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.
Yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung RI tidak melarang
apabila Jaksa/Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota dengan sarat bahwa
saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas
perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Dan dalam Yurisprudensi
tersebut juga ditekankan definisi saksi mahkota adalah, ”teman terdakwa yang
melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk
membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena
kurangnya alat bukti”.
Jadi penggunaan saksi mahkota didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu
yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan ; 2). terdapat kekurangan alat bukti ; dan
3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan (splitsing); adapun dalam
perkembangannya terbaru Mahkamah Agung RI memperbaiki kekeliruannya
dengan mengeluarkan pendapat terbaru tentang penggunaan ’saksi mahkota’
dalam suatu perkara pidana, dalam hal mana Mahkamah Agung RI kembali
menjelaskan bahwa ”penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan
KUHAP yang menjunjung tinggi HAM” (lihat : Yurisprudensi : MARI, No. 1174
K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994, tanggal 29 April
1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan MARI, No. 1592
K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995.
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Adanya penggunaan saksi mahkota yang terus berlangsung sampai
sekarang ini harus segera dihentikan, karena pasti menimbulkan permasalahan
yuridis. Adanya alasan klasic yang dikemukakan Penuntut Umum, bahwa untuk
memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai dasar argumentasi
diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang menjustifikasi penggunaan
saksi mahkota sebagai alat bukti sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Secara normatif
penggunaan saksi mahkota merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip-
prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan
pelanggaran kaidah HAM secara universal sebagaimana yang diatur dalam
KUHAP itu sendiri, khususnya hak ingkar yang dimiliki terdakwa terdakwa dan
hak terdakwa untuk tidak dibebankan kewajiban pembuktian (vide pasal 66
KUHAP), di samping itu juga penggunaan ’saksi mahkota’ juga melanggar
instrumen hak asasi manusia secara internasional ( International Covenant on
Civil and Political Right ).
Mengakhiri tulisan ini perlu penulis sarankan kepada kita sebagai penegak
hukum sbb : 1). Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara
pidana haruslah ditinjau kembali untuk segera diakhiri, karena bertentangan
dengan esensi Hak Asasi manusia (HAM), khususnya hak asasi terdakwa ; 2).
Marilah kita mendukung implimentasi prinsip-prinsip peradilan yang adil dan
tidak memihak (fair trial) dengan berupaya mencari solusi untuk menggantikan
penggunaan alat bukti ’saksi mahkota’ demi mewujudkan proses peradilan yang
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sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam KUHAP dan mewujudkan rasa
keadilan masyarakat luas (publik)7
Adanya penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara
pidana maka tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis.
Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan publik sebagai
dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal yang
menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam setiap
pemeriksaan perkara pidana.
Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan hal
yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak
memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah hak asasi
manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen hukum
nasional dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun
1996 sebagai instrumen hak asasi manusia internasional. Dalam kaitannya dengan
penilaian implementasi prinsip-prinsip fair trial maka ICCPR digunakan sebagai
instrumen acuan.
Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut :
1.Bahwa saksi mahkota, secara esensinya adalah berstatus terdakwa,. Oleh karena
itu, sebagai terdakwa maka pelaku memiliki hak absolut untuk diam atau bahkan
hak absolut untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau berbohong. Hal
ini merupakan konsekuensi yang melekat sebagai akibat dari tidak diwajibkannya
7 Edi Wibowo, saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana. http://www.kantorhukum-
lhs.com/1.php?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana ( 8 Februari 2012)
36
terdakwa untuk mengucapkan sumpah dalam memberikan keterangannya. Selain
itu, menurut ketentuan Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dijelaskan bahwa terdakwa tidak memiliki beban pembuktian, namun
sebaliknya bahwa beban pembuktian untuk membuktikan keslahan terdakwa
terletak pada pihak jaksa penuntut umum ;
2.Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah
maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya dihadapan persidangan.
Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai saksi mahkota, tentunya
terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan
kewajiban untuk bersumpah. Konsekuensi dari adanya pelanggaran terhadap
sumpah tersebut maka terdakwa akan dikenakan atau diancam dengan dakwaan
baru berupa tindak pidana kesaksian palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal
242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)8 Adanya keterikatan dengan
sumpah tersebut maka tentunya akan menimbulkan tekanan psikologis bagi
terdakwa karena terdakwa tidak dapat lagi menggunakan hak ingkarnya untuk
berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan oleh saksi
mahkota tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan
menggunakan kekerasan9 in casu kekerasan psikis ;
8 Pasal 242 ayat (1) KUHPidana menjelaskan sebagai berikut : “Barang siapa dalam hal-
hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah, atau
mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi
keterangan palsu diatas sumpah, baik lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya
yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.
9 Loebby Loqman, “Saksi Mahkota,” Forum Keadilan (Nomor 11, 1995).
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3.Bahwa sebagai pihak yang berstatus terdakwa walaupun dalam perkara lainnya
diberikan kostum sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang diberikan
oleh terdakwa (saksi mahkota) hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 183 ayat (3) KUHAP;
4.Bahwa dalam perkembangannya, ternyata Mahkamah Agung memiliki pendapat
terbaru tentang penggunaan saksi mahkota dalam suatu perkara pidana dalam hal
mana dijelaskan bahwa penggunaan saksi mahkota adalah bertentangan dengan
hukum acara pidana yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal tersebut
sebagaimana dijelaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 199510,
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1590 K/Pid/1995
tanggal 3 Mei 1995 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 199511 ;
5.Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai saksi
mahkota yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk
membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa
berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas non self
incrimination. Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR dijelaskan
sebagai berikut :
10 Varia Peradilan Nomor 119, Agustus 1995, h. 5.
11 Varia Peradilan Nomor 120, September 1995, h. 5.
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“In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be
entitled to the following minimum guarantes, in full equality : (g). Not to be
compelled to testify against himself or to confess guilty.”
Pada dasarnya, ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf g ICCPR tersebut
bertujuan untuk melarang paksaan dalam bentuk apapun . Selain itu, diamnya
tersangka atau terdakwa tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menyatakan
kesalahannya.12
Dengan demikian, penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam
perkara pidana perlu ditinjau ulang kembali karena bertentangan dan melanggar
kaidah hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam KUHAP sebagai instrumen
hukum nasional maupun ICCPR sebagai isntrumen hak asasi manusia
internasional yang juga merupakan sumber acuan terhadap implementasi prinsip-
prinsip peradilan yang adil (fair trial).
Apabila dikaji secara implisit maka ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP
yang berbunyi, ''.... atau yang bersama-sama sebagai terdakwa,....'', sehingga ada
mengatur tentang ''saksi mahkota''. Dalam praktik peradilan, eksistensi jenis saksi
ini tampak apabila terdakwa yang sama-sama sebagai pelaku tindak pidana
tersebut kemudian perkaranya dipisakan menjadi berkas perkara tersendiri
(splitsling perkara) di mana keduanya satu sama lain saling menjadi saksi.
Kongkretnya, status mereka masing-masing adalah sebagai terdakwa sekaligus
sebagai saksi terhadap perkara lainnya.
12 Ahmad Fauzan, Prinsip-Prinsip Peradilan Yang Adil Dan Tidak Memihak (Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia: Jakarta 1997), h. 33.
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Dari ketentuan pasal KUHAP di atas yang mengatur secara implisit
tentang ''saksi mahkota'' apabila dikaji dari visi teoretik dan praktik menimbulkan
nuansa yuridis. Di satu sisi diajukannya saksi ini di depan persidangan diharapkan
dapat mengungkapkan kebenaran material suatu tindak pidana yang dilakukan
terdakwa, terlebih lagi terhadap tindak pidana yang relatif cukup sulit
pembuktiannya. Akan tetapi di sisi lainnya penerapan jenis saksi ini akan
berbenturan dengan aspek teoretik di mana pengaturan ''saksi mahkota'' tidak ada
diatur secara tegas dalam KUHAP. Selain itu dari sudut pandang hukum pidana
material akan menimbulkan implikasi yuridis. Kongkretnya, pada dimensi praktik
jenis ''saksi mahkota'' dibutuhkan dalam rangka pengungkapan sebuah perkara.
Sedangkan dari dimensi lainnya pengaturan dan implikasi yuridis jenis saksi ini
terlihat dari aspek teoretiknya.
 Implikasi Yuridis
Pada hakikatnya ''saksi mahkota'' atau kroon getuige adalah saksi yang
diambil dari salah seorang tersangka/terdakwa di mana kepadanya diberikan suatu
''mahkota''. Dengan demikian berdasarkan visi praktik maka dimensi saksi ini
mempunyai anasir. Pertama, ''saksi mahkota'' adalah seseorang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri
(Pasal 1 angka 26 KUHAP). Kedua, jenis ''saksi mahkota'' diambil dari salah
seorang terdakwa yaitu seorang yang karena perbuatan atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1
angka 14 KUHAP) atau terdakwa yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa
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dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP). Tegasnya, ''saksi
mahkota'' hanya ada pada satu tindak pidana. Ketiga, bahwa saksi tersebut
kemudian diberikan ''mahkota'' dalam artian ''saksi mahkota'' diberikan
''kehormatan'' berupa perlakuan istimewa yaitu tindak dituntut atas tindak pidana
di mana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dimaafkan atas
kesalahannya.
Dalam praktik umumnya untuk kasus tertentu tak jarang dijumpai bahwa
penyidik sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin mendapatkan saksi karena
kuatnya para pelaku tindak pidana dalam menjaga kerahasiaannya. Maka salah
satu cara membongkar sindikat kejahatan tersebut kemudian penyidik dapat
memerintahkan anggotanya sebagai penyelidik ikut bergabung dalam sindikat
sebagai salah seorang pelaku kejahatan atau mengambil salah seorang anggota
sindikat untuk dijadikan ''saksi mahkota'' atas tindak pidana yang dilakukan
sindikat bersangkutan.
Dengan demikian dalam praktik peradilan secara substansial dikenal
adanya dua macam gradasi ''saksi mahkota'', yaitu saksi mahkota adalah seorang
petugas yang dengan sengaja menjalankan perintah atasannya untuk melakukan
tindak pidana dan saksi mahkota adalah orang yang betul-betul sebagai pelaku
tindak pidana.
Apabila ''saksi mahkota'' adalah seorang petugas yang sengaja menjalankan
perintah atasannya untuk melakukan tindak pidana maka dasar pemberian
''mahkotanya'' merujuk kepada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang
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Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan pemaaf karena petugas bersangkutan
melakukan perintah jabatan. Akan tetapi untuk ''saksi mahkota'' yang betul-betul
sebagai pelaku tindak pidana maka pemberian ''mahkotanya'' berupa pembebasan
dari tuntutan berdasarkan asas oportunitas (opportuniteitsbeginsel) sehingga
secara fundamental seharusnya penyidik dan penuntut umum tidak mudah
mengajukan ''saksi mahkota'' ke depan persidangan oleh karena harus seizin Jaksa
Agung RI untuk mendeponir perkaranya.
Selain itu pula, dalam praktik peradilan terhadap penerapan ''saksi
mahkota'' sering menimbulkan implikasi yuridis. Di satu pihak statusnya sebagai
''saksi'' dan di lain pihak statusnya sebagai ''terdakwa''. Dengan demikian sebagai
saksi di bawah sumpah ia wajib memberikan keterangan sebenarnya. Pelanggaran
hal ini diancam sumpah palsu Pasal 242 KUHP. Sedangkan sebagai terdakwa
maka statusnya oleh undang-undang diberikan hak ingkar yaitu hak untuk
membantah dakwaan, menyanggah keterangan para saksi dan bukti-bukti yang
diajukan di depan persidangan. Sehubungan dengan status tersebut maka secara
teoretik akan mengalami tekanan atau setidak-tidaknya tekanan psikis, sehingga
keterangannya dapat diragukan, lebih-lebih apabila di persidangan saksi-saksi
tersebut semuanya mencabut keterangan yang termuat dalam Berita Acara
Pemeriksaan, baik keterangan sebagai saksi maupun terdakwa, sehingga hakim
tidak memperoleh kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
Terhadap keterangan ''saksi mahkota'' ini ada perkembangan menarik dari
Mahkamah Agung RI. Di satu pihak Mahkamah Agung berpendirian bahwa
undang-undang tidak melarang jikalau jaksa/penuntut umum mengajukan ''saksi
42
mahkota'' di persidangan dengan syarat saksi ini dalam kedudu kannya
sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas perkara dengan terdakwa yang
diberikan kesaksian (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989
tanggal 21 Maret 1990). Sedangkan di lain pihak berdasarkan Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 1590 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor: 1592 K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 di mana secara yuridis
pemecahan terdakwa sebagai ''saksi mahkota'' terhadap terdakwa lainnya adalah
bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi prinsip-
prinsip hak asasi manusia (HAM) dan hakim seharusnya menolak ''saksi
mahkota''.
Melihat implikasi yuridis demikian maka kini terpulang kembali kepada
majelis hakim yang menangani perkara tersebut apakah dalam mencari kebenaran
material akan mempergunakan keterangan ''saksi mahkota'' tersebut ataukah tidak.
Tegasnya, dalam praktik peradilan masing-masing majelis hakim mempunyai
otoritas, kebebasan dan pandangan yuridisnya ketika menangani sebuah perkara.13
13 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik (Jakarta : Djambatan, 1998), h.
107-109.
43
D. PERANAN TERDAKWA MENJADI SAKSI MAHKOTA
Dalam pemeriksaan saksi mahkota seorang terdakwa sangat berperan
penting karena keterangannya yang sangat dibutuhkan dalam persidangan untuk
membuat persidangan berjalan lancar karena terdakwa yang di jadikan saksi
adalah seorang yang paling ringan hukuman nya atau berkas perkara yang di
pisah. Akan tetapi banyak yang memeprtanyakan peranan seorang terdakwa
dalam persidangan yang menjadikan meraka seorang saksi, karena banyak yang
mempunyai asumsi bahwa dengan menjadikan seorang terdakwa di jadikan saksi
maka hak dan kewajiaban seorang terdakwa di kesampingkan.
Maka dalam baba ini saya ingin menjabarkan hak-hak dan kewajiban
seorang terdakwa yang harus di penuhi dan menjawab semua pertanyaan-
pertanyaan masyarakat yang menduga bahwa hak-hak dan kewajiban seorang
terdakwa sudah di kesampingkan karena meraka di jadikan seorang saksi dalam
persidangan.
1. Hak-Hak Terdakwa
Undang –undang Nomor  8 Tahun 1981tentang KUHAP telah mengatur hak-
hak terdakwa sebenarnya sudah cukup memadai. Rumusan pasal-pasal yang
mengatur hak-hak tersebut paling tidak adalah Pasal 50 – Pasal 68 Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yaitu :
a. Hak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik, diajukan ke Penuntut
Umum, segera dimajukan kepengadilan dan segera diadili oleh pengadilan
(vida Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3)).
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b. Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya
tentang apa yang di sangkakan serta didakwakan kepadanya (vide Pasal
51).
c. Hak memeberi keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim
dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan (vide Pasal
52).
d. Hak untuk mendapat juru bahasa untuk penerjemah bagi terdakwa atau
saksi yang bisu atau tuli (vide Pasal jo.Pasal 117 dan 178).
e. Hak dapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (vide Pasal 54)
f. Hak mendapat memilih sendiri Penasihat Hukumny (vide Pasal 55).
g. Hak mendapat bantuan Cuma-Cuma  bagi yang tidak mampu, yang
diancam dengan pidana lima tahun atau lebih (vide Pasal 56).
h. Hak menghubungi Penasihat Hukumnya dab bagi yang berkebangsaan
asing berhak menghubugi dan berbicara dengan perwakilan negaranya
dalam menghadapi proses perkaranya (vide Pasal 57).
i. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk
kepentigan kesehatannya (vide Pasal 58).
j. Hak di beritahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang lain
yang serumah atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan (vide Pasal 59).
k. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai
hubungan kekeluargaan atau lainnyan(vide Pasal 60).
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l. Hak menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarga yang tidak
ada hubungannya perkara tersangka atau terdakwa uantuk kepentingan
pekerjaan atau keluargaan (vide Pasal 61).
m. Hak mengirirm surat atau menerima surat dari/ke Penasihat Hukumnya
atau sanak keluarganya dengan tidak diperiksa. Kecuali terdapat cukup
alasan untuk diduga bahwa  surat menyurat tersebut disalahgunakan (vide
Pasal 62).
n. Hak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (vide Pasal
63).
o. Hak untuk diadili di siding pengadilan yang terbuka untuk umum (vide
Pasal 64).
p. Hak untuk mnegusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang
memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang
menguntungkan dirinya (vide Pasal 65).
q. Hak tersangka ata terdakwa tidak di bebani kewajiban pembuktian (vide
Pasal 66).
r. Hak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama
(vide Pasal 67)
s. Hak menuntut kerugian dan rahabilitasi (vide Pasal 68).
t. Hak terdakwa wajib diberitahukan hakim ketua, segera sesudah putusan
pemidanaan diucapkan (vide Pasal 196 ayat )3) KUHAP).14
14 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2008), h.38-39.
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Dari beberapa Hak-hak terdakwa yang sudah di paparkan tidak ada sedikitpun
larangan seorang terdakwa memberikan keterangan untuk terdakwa lain sejauh
berkas perkara mereka di pisah atau splitsing. Sehingga Hak-hak terdakwa tidak
dirampas atau diabaikan dengan adanya saksi mahkota di dalam persidangan.
2. Kewajiban Terdakwa
Berlainan dengan hak-hak terdakwa yang pengaturannya terlihat terinci dan
berururtan, terlihat bahwa kewajiban terdakwa tidak demikian. Penelaahan
terhadap kewajiban terdakwa diperlukan ketelitian, karena tersebar di antara
pasal-pasal KUHAP. Dapat diinventarisasi perihal kewajiban-kewajiban
tersebut antara lain :
a. Kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor dari pada waktu yang
ditentukan, dalam hal yang bersangkutan menjalani penahanan kota (Pasal
22 ayat (3) KUHAP).
b. Kewajiban meminta izin keluar rumah atau kota dari Penyidik, Penuntut
Umum dan Hakim yang memberikan perintah penahanan, bagi tyerdakwa
yang menjalani penahanan rumah atau penahanan kota (Pasal 22 ayat (2)
dan (3) KUHAP).
c. Kewajban menaati syarat yang di tentukan bagi terdakwa yang menjalani
masa penagguhan, misalnya wajib lapor tidak keluar rumah atau kota (
vide penjelasan Pasal 31 KUHAP).
d. Wajib menyimpan isi berita acara ( turunan berita acar pemeriksaan) untuk
kepentingan pembelaannya (vide Pasal 72 dan penjelasan).
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e. Kewajiban menyebut alasan-alasan apabila mengajukan permintaan
tentang sah atau tidaknya suatu penagkapan atau penahanan serta
permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi ( vide Pasal 79 dan 81
KUHAP).
f. Apabila dipanggil dengan sah dan menyebut alasan yang jelas maka wajib
datang kepada Penyidik, kecuali member alsan yang patut dan wajar ( vide
Pasal 112 dan 113 KUHAP )
g. Wajib hadi pada hari siding yang telah ditetapkan.kehadiran terdakwa di
sidang merupakan kewajiban bukan merupakan haknya. Jadi, terdakwa
harus hadir di sidang pengadilan ( penjelasan Pasal 154 ayat (4) KUHAP).
Bahkan apabila terdakwa setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh
tidak dapat dihadirkan dengan baik, maka terdakwa dapat dihadirkan
denga paksa ( Pasal 154 ayat (6) KUHAP).
h. Meskipun tidak secara tegas  disebut sebagai kewajiban, tetapi pembelaan
terdakwa atau Penasihat Hukum tentu merupakan suatu keharusan ( vide
Pasal 182 KUHAP).
i. Kewajiban menghormati dan mentaati tata tertib persidangan.
j. Kewajiban membayar biaya perkara terhadap yang diputus pidana ( vide
Pasal 22 ayat (1) KUHAP).
k. Meskipun tidak di sebut secara tegas merupakan keharusan sangat logis
memori banding dibuat oleh terdakwa yang mengajukan permintaan
banding. Pasal 237 KUHAP mengatakan selama pengadilan tinggi belum
memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, bak terdakwa atau
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kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding
atau kontra memori banding pada pengadilan tinggi.
l. Apabila sebagian pemohon kasasi maka terdakwa wajib mengajukan
memotri kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya, dan dalam
waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, haru
sudah menyerahkannya kepada panitera ( vide Pasal 248 ayat (1)).
m. Apabila terdakwa mengajukkan permintaan peninjauaan kembali maka
haru menyebutkan secara jelas alasannya ( vide Pasal 264 ayat (1)).15
Walupun bukan termasuk salah satu keajiban terdakwa memberikan kesaksian
akan tetapi, keterangan seorang terdakwa bisa melancarkan jalannya persidangan
dan membuat persidangan  mendapat titik terang dalam mengusut suatu tindak
pidan maka  maka Hakim wajib memanggil seorang terdakwa menjadi seorang
saksi, dalam hal ini keterangan saksi bukan keterangan terdakwa
15 Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, h.39-41.
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BAB IV
PRO DAN KONTRA SAKSI MAHKOTA
A. Upaya Penyatuan Persepsi Tentang Saksi Mahkota
Dalam kasus saksi mahkota banyak sekali kontroversi yang muncul tentang
penggunaan saksi mahkotadan, banyak juga pendapat yang bermunculan dengan
penggunaan saksi mahkota.
Sejatinya, perdebatan kontroversial tentang ‘saksi mahkota’ (kroongetuide)
dalam due-process of law telah lama terjadi. Kendati demikian, pembicaraan
perihal topik ini mencuat kembali dan bertambah seru tatkala Kombes Wiliardi
Wizard memberikan kesaksian dalam persidangan kasus terbunuhnya Nasrudin
Zulkarnaen dengan terdakwa Antasari Azhar, pada awal November lalu. Dalam
kesaksiannya, Wiliardi menyatakan bahwa ia merasa ‘diarahkan’ oleh petinggi
Polri dalam proses penyidikan, yang tujuannya menjerat Antasari dalam rangkaian
tuduhan pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen.
Terlepas apakah pernyataan Wiliardi dalam kesaksian itu benar atau tidak,
yang sudah pasti, Wiliardi sudah memberikan kesaksian dimana ia dan teman-
tamannya yang lain juga bersama-sama didakwa dalam kasus itu atas terdakwa
Antasari Azhar .Saksi yang demikian ini dalam praktek hukum pidana dinamakan
‘saksi mahkota’. Hal inilah yang kemudian memicu munculnya kembali
perdebatan mengenai kontroversi ‘saksi mahkota’ itu.
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Ketentuan KUHAP : Untuk kasus tertentu, seringkali dijumpai bahwa penyidik
kesulitan untuk mendapatkan saksi. Oleh karena itu, tak jarang di persidangan
muncul saksi yang juga berstatus sebgai terdakwa. Inilah yang kemudian dikenal
sebagai ‘saksi mahkota’ (kroongetuide).
Meskipun tidak diberikan definisi otentik dalam KUHAP, namun
berdasarkan kenyataan, ‘saksi mahkota’ didefinisikan sebagai saksi yang berasal
atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-
sama melakukan tindak pidana. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi
yang berstatus terdakwa adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap
perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila
perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah
dilakukan. Menurut Prof. Loebby Loqman, yang dimaksud dengan ‘saksi
mahkota’ adalah kesaksian sesama terdakwa yang biasanya terjadi dalam
peristiwa penyertaan.
Pada awalnya pengaturan mengenai ‘saksi mahkota’ hanya diatur dalam
ketentuan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP), yang pada
pokoknya menyatakan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak
dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.
Selanjutnya dalam perkembangannya, tentang ‘saksi mahkota’ sebagai alat bukti
dalam perkara pidana dijumpai dalam Yurisprudensi melalui Putusan Mahkamah
Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Dalam yurisprudensi
tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak melarang apabila Jaksa
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Penuntut Umum mengajukan ‘saksi mahkota’ di persidangan dengan syarat bahwa
saksi ini dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak termasuk dalam satu berkas
perkara dengan terdakwa yang diberikan kesaksian. Selain itu, dalam
yurisprudensi tersebut juga telah diberikan suatu definisi tentang ‘saksi mahkota’
yaitu teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan
sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya
diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti. Berdasarkan hal tersebut, maka
pengajuan ‘saksi mahkota’ sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan
pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam
bentuk penyertaan dan terhadap perkara itu diperiksa dengan mekanisme
pemisahan (splitszing) serta apabila dalam perkara tersebut masih kekurangan alat
bukti, khususnya saksi.
Perkara Pidana : Penggunaan ‘saksi mahkota’ sebagai alat bukti dalam perkara
pidana tentunya akan menimbulkan berbagai permasalahan yuridik. Munculnya
alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan masyarakat sebagai dasar
argumentasi diajukannya ‘saksi mahkota’ bukan merupakan hal yang
menjustifikasi penggunaan ‘saksi mahkota’ itu sebagai alat bukti dalam
pemeriksaan perkara pidana.
Secara normatif penggunaan dan pengajuan ‘saksi mahkota’ merupakan
hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak
memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah HAM
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sebagaimana dikenal dalam KUHAP maupun International Covenant on Civil and
Political Rights (ICCPR).
Selanjutnya, sehubungan dengan ‘saksi mahkota’ ini, ada perkembangan
menarik dari sikap Mahkamah Agung. Di satu sisi, Mahkamah Agung
berpendirian bahwa undang-undang tidak melarang jika Jaksa Penuntut Umum
mengajukan ‘saksi mahkota’ dengan syarat dan kondisi tertentu (Putusan MA
Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Mret 1990), sedangkan di sisi lain,
berdasarkan Putusan MA Nomor : 1174/K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995, Nomor :
1590/K/Pid/1995 tanggal 3 Mei 1995 dan Nomor : 1592/K/Pid/1995 tanggal 3
Mei 1995, dimana secara yuridik pemecahan terdakwa sebagai ‘saksi mahkota’
terhadap terdakwa lainnya adalah bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang
menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM.
Jika dicermati lebih mendalam, akan diketemukan paradoksal yang berupa
beberapa bentuk pelanggaran apabila ‘saksi mahkota’ dipaksakan penggunaannya
dalam praktek peradilan.Adapun bentuk-bentuk pelanggaran tersebut adalah :
Bahwa ‘saksi mahkota’ pada esensinya adalah berstatus sebagai terdakwa.
Oleh karena itu, sebagai terdakwa ia mempunyai hak untuk diam atau bahkan hak
untuk memberikan jawaban yang bersifat ingkar atau bohong. Hal ini sebagai
konsekwensi yang melekat akibat tidak diwajibkannya terdakwa untuk bersumpah
dalam memberikan keterangan. Pasal 66 KUHAP juga mengatur bahwa terdakwa
tidak dibebani pembuktian karena beban pembuktian ada pada Jaksa Penuntut
Umum.
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Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dikenakan kewajiban untuk bersumpah
maka terdakwa bebas untuk memberikan keterangannya di persidangan.
Sebaliknya, dalam hal terdakwa diajukan sebagai ‘saksi mahkota’ tentunya
terdakwa tidak dapat memberikan keterangan secara bebas karena terikat dengan
sumpah. Kosekwensi terhadap pelanggaran sumpah ini adalah ia bisa diancam
melanggar Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP). Adanya
keterikatan dengan sumpah tersebut tentunya akan menimbulkan tekanan
psikologis bagi terdakwa karena ia tidak dapat menggunakan haknya untuk ingkar
atau berbohong. Oleh karena itu, pada hakikatnya kesaksian yang diberikan ‘saksi
mahkota’ tersebut disamakan dengan pengakuan yang didapat dengan
menggunakan kekerasan dalam hal ini kekerasan psikis;
Bahwa sebagai pihak yang bersatus sebagai terdakwa walaupun dalam
perkara lainnya berperan sebagai saksi maka pada prinsipnya keterangan yang
diberikan oleh terdakwa/’saksi mahkota’ hanya dapat digunakan terhadap dirinya
sendiri. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 185 ayat (3) KUHAP;
Bahwa seringkali keterangan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai ‘saksi
mahkota’ yang terikat oleh sumpah digunakan sebagai dasar alasan untuk
membuktikan kesalahan terdakwa dalam perkaranya sendiri apabila terdakwa
berbohong. Hal ini tentunya bertentangan dan melanggar asas non-self
incrimination.
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Walaupun saksi mahkota banyak bertentangan dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan melanggar HAM, atau Asas Hukum
Pidana. Akan tetapi seyogyanya, bahwa saksi mahkota di hadirkan bisa saja
merupakan saksi Kunci dalam perkara dan di anggap dengan hadirnya saksi
mahkota ini, semua tidak melanggar Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana
(KUHAP), dan ini juga di kuatkan dengan Asas yang di disebut sebagai Justice
Colaborator.
Dan dengan adaya putusan Mahkamah Agung yang megatakan syarat dan
kondisi tertentu seorang Penasihat Hukum dapat menggunakan atau
menghadirkan saksi mahkota sesuai dengan Putusan MA Nomor:1986/K/Pid/1989
tanggal 21 Mret 1990.
Dan sepanjang Hakim merasa penting mendengarkan kesaksian saksi
mahkota, maka tidak ada masalah tanpa ada rasa mengesampingkan Putusan
Mahkamah Agung yang lain1. Dan R-KUHAP khususnya pada pasal 198. Pada
pasal 198 R-KUHAP, dikatakan bahwa terdakwa dalam perkara yang sama yang
peranannya paling ringan, dapat dihadirkan dalam persidangan sebagai seorang
saksi dan jika ia membantu terungkapnya perbuatan pidana tersebut, maka ia
dapat dibebaskan dari tuntutan pidana (Pasal 198 ayat (1) R-KUHAP). Dikatakan
pula, bila tidak terdapat terdakwa yang peranannya paling ringan dalam perkara
yang sama, maka jika terdakwa tersebut dihadirkan sebagai saksi dan dapat
1Sp Wibowo, SH,. MHum, Proses Penanganan Perkara Pidana, (Surabaya ; Sinar
Grafika, 2009) h.195-197
55
membantu terungkapnya perbuatan pidana, maka hukuman terhadapnya dapat
dikurangi (Pasal 198 ayat (2) R-KUHAP).
Dan persoalan melanggar HAM atau tidak, sejauh terdakwa tidak
keberatan dan tidak di bawah paksaan saat menjadi saksi mahkota, Hak seorang
terdakwa tidak di langgar, dan pendapat di atas di benarkan oleh beberapa pakar
hukum pidana di Indonesia salah satunya Andi Hamzah.2
B. Perbedaaan Keterangan Terdakwa dan Saksi Selaku Terdakwa (Saksi
Mahkota)
Banyak yang salah paham tentang kedudukan keterangan terdakwa dan saksi
mahkota, dan mereka menyamakan persepsi bahwa keterangan terdawa adalah
sama seperti saksi mahkota.
Dalam hal ini penulis akan mengkaji perbedaan keduanya secara ringkas dan
spesifik sehingga menghilangkan keraguan banyak orang yang menyamakan





5. Peluang di hadirkannya
2 Dilihat Dari Dialog Perlombaan MCC IPPS Universitas Brawijaya Malang
56
1. Definisi
Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang
perbuatan yang dia lakukan atau yang dia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal
189 ayat (1) KUHAP).3 Keterangan tersebut tidak dapat diartikan secara sempit,
yaitu terkait dengan pengakuan saja, namun termasuk semua keterangan
(pengakuan dan pengingkaran) yang diberikan oleh terdakwa bahkan termasuk
keterangan yang diberikan baik di dalam maupun di luar persidangan.
Saksi selaku terdakwa (saksi mahkota) adalah Salah seorang terdakwa (biasanya
yang paling ringan kesalahannya) dijadikan (dilantik) menjadi saksi, jadi diberi
mahkota, yang tidak akan dijadikan terdakwa lagi. Atau lebih mudahnya bahwa
saksi mahkota adalah seorang terdakwa menjadi saksi bagi terdakwa lainnya yang
kedudukannya sebagai terdakwa dilepaskan (terdakwa yang mengkhianati
temannya)4
2. Ketetapan Hukumnya
Keterangan terdakwa sangat penting karna salah satu alat bukti yang sah
sesuai dengan Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
3 Gerry Muhamad Rizki, KUHP Dan KUHAP, h.270
4Lilik Mulyadi,
http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.BeritaInternalLengkap&id=6561
( 21 Agustus 2003)
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Jika dalam suatu perkara terdapat beberapa Terdakwa, maka masing-masing
keterangan setiap Terdakwa hanya merupakan alat bukti yang mengikat kepada
dirinya sendiri, misalkan: keterangan Terdakwa A tidak dapat dipergunakan
terhadap Terdakwa B, demikian sebaliknya.5
Dan sebaliknya keterangan saksi selaku terdakwa (saksi mahkota) tidak  diatur
secara terperinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), tetapi walaupun demikian saksi mahkota bisa menjadi penting dengan
alasan tertentu, dan di dalam Pasal 198 ayat (1) R-KUHAP, seorang terdakwa bisa
menjadi saksi, di karenakan terdakwa yang peranannya paling ringan dalam
perkara yang sama, maka jika terdakwa tersebut dihadirkan sebagai saksi dan
dapat membantu terungkapnya perbuatan pidana, maka hukuman terhadapnya
dapat dikurangi.
3. Kelebihan
keterangan terdakwa mempunyai banyak kelibahan, tetapi keterangan
terdakwa sangat bisa diandalkan ketika alat bukti yang digunakan sangat terbatas
atau sedikit, dan tidak mencukupi dua alat bukti yang sah. Dan kelebihan yang
lainya adalah keterangan terdakwa bisa menjadi salah satu alat untuk mengurangi
hukuman terdakwa itu sendiri dan bisa mempengaruhi putusan Majelis Hakim.
Keteranga terdakwa juga tidak diikat dengan sumpah, sehingga apabila seorang
terdakwa berdusta dalam memeberikan kesaksian, terdakwa tidak dikenakan Pasal
242 yaitu sumpah palus atau keterangan palsu.
5 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2002) , h. 324
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Keterangan saksi selaku korban (saksi mahkota) mempunyai kelebihan
mempercepat pernyelesaian perkara dan mengungkap perkara di pengadilan.
Dan bisa juga saksi mahkota menjadi saksi kunci dana sangat penting dalam
menyelesaikan suatu perkara. Dan terdakwa yang menjadi saksi mahkota bisa
menfdapat pengurangan hukum dikerenakan membentu proses pengadilan.
4. Kelemahan
keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat
bukti yang lain, dan keterangan terdakwa sangat lemah di bandingkan alat bukti
yang lain
Keterangan saksi selaku korban (saksi mahkota) banyak kelemahan di dalam
keteranga saksi mahkota, karena sebenarnya seorang terdakwa tidak di wajibkan
memberikan kesaksianb di pengadilan, tetapi dengan adanya saksi mahkota
seorang terdakwa wajib memberikan kesaksian dan saksi mahkota wajib
disumpah seperti saksi biasanya.
5. Peluang di hadirkannya
keterangan terdakwa sangat berpelung bahkan setiap perkara di pengadilan
selalu menghadirkan seorang terdakwa untuk memberi kesaksian. Dan biasanya
keterangan terdakwa dihadirkan diakhir sidang pada masa pembuktian sebelum
Penasihat Hukum mengajukan Pledoi kepada Majelis Hakim.
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Keterangan saksi selaku korban (saksi mahkota) tidak semua sidang di
pengadilan menghadirkan saksi mahkota.
Dengan alasan kurangnya seorang saksi atau alasan lainnya bisa saja Penuntut
Umum menghadirkannya, iulah mengapa saksi maahkota tidak selalu dihadirkan





Pembahasan yang telah penyusun kemukakan mengenai Kesaksian Saksi
Mahkota Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Perspetif Hukum Islam, maka
sampailah penyusun pada bagian kesimpulan skripsi ini. Kesimpulan penyusun dapat
dikemukakan sebagai berikut :
1. Sebagian pedapat tidak setuju dengan saksi mahkota dikarenakan
kemungkinan bahwa saksi mahkota tidak dapat dipercaya, karena saksi
mahkota sendiri (mungkin) seorang penjahat, yang dengan cara ini juga
dapat menghindari hukumannya. Oleh karena itu pemakaian saksi-saksi
mahkota hanyalah dibenarkan bila terjadi ‘kemustahilan yang nyata untuk
memecahkan kejahatan dengan cara lain. Dalam praktek selalu diadakan
pengujian yang seksama, sebelum diputuskan untuk memakai seorang saksi
sebagai saksi mahkota.
Dalam perspektif Islam secara tidak langsung menekankan setuju dengan
adanya saksi mahkota karena Allah SWT memerintahkan agar tetap memeberikan
kesaksian yang secara psikologis sangat berat itu (maksudnya sangat berat itu adalah
menjadi saksi atas terdakwa meskipun itu adalah keluarga sendiri) . Allah swt
berfirman dalam QS al-Nisa/ 4: 135.
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Walupun banyak yang menentang dengan merujuk pada Yurisprudensi :
MARI, No. 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 ; MARI, No.1952 K/Pid/1994,
tanggal 29 April 1995 ; MARI, No. 1950 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995 ; dan
MARI, No. 1592 K/Pid/1995, tanggal 3 Mei 1995. Tetapi semua bisa ditutupi dengan
didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, 1) dalam perkara delik penyertaan ; 2).
terdapat kekurangan alat bukti ; dan 3). Diperiksa dengan mekanisme pemisahan
(splitsing). Dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21
Maret 1990. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan bahwa Mahkamah Agung tidak
melarang apabila Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi mahkota.
Saksi mahkota sepertinya tidak perlu di tinjau ulang, karena bisa saja
keterangan saksi mahkota tersebut dianggap penting untuk didengarkan di dalam
persidangan, dan dalam hal ini Hak terdakwa tidak dilanggar, dengan syarat berkas
perkara mereka di pisah atau bisa disebut splitsing.
B. Saran-saran
Berdasarkan pada pembahasan kesimpulan tersebut, maka penyusun perlu
memberikan saran-saran yang berkaitan dengan masalah penggunaan saksi mahkota
sebagai berikut :
1. Didatangkannya atau dihadirkannya saksi mahkota di persidangan di
perbolehkan saja, apabila saksi tersebut termasuk saksi kunci dalam
persidangan
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2. Sabaiknya Penuntut Umum harus lebih pintar dan lincah mencari saksi untuk
dihadirkan di dalam persidangan sehingga dapat menghindari dihadirkannya
saksi mahkota
3. Walaupun saksi mahkota mewajibkan seorang terdakwa memberikan
keteranngan saksi dan dibawah sumpah, sebaiknya seorang terdakwa bisa saja
mendapat pengurangan tahanan, dengan alasan membantu PenuntuUmum
menyelesaikan perkara
DAFTAR PUSTAKA
Sasangka Hari dan Rosita  Lily, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk
Mahasiswa Dan Praktisi. Bandung : Mandar Maju, 2003.
Varia Peradilan Nomor 62, Nopember 1990
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi (Versi Koalisi LSM)
Lubis, Sofyan. Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Pidana. Yogyakarta : Paradigma
2010
Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011
Gerry, Rizki Muhamad. KUHP dan KUHAP. Bandung : Permata Press, 2008
Departeman Agama RI, Al Qur’an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lubuk Agung
Bandung. 1989
Sayyid, Sabiq. Fikih Sunnah-14, Bandung: Alma’arif, 1987.
Warson, Moenawwir. Al-Munawir, Kamus Arab–Indonesia. Surabaya: Pustaka
Progresif, 2002
Rosyada, Dede Hukum Islam dan Pranata Soaial. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992
Pitlo, Prof. MR.A, Pembuktian dan Daluarsa. Jakarta: Internasa, 2000
Hamzah, Adi, Prof.Dr.Jur, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
2008
Najib Mohammad Ihsannudin, Panduan Pengajaran Fiqih. Yogyakarta: Ykf dan
Ford Foundation 2000
Mudzakar Attho M, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia. Yogyakarta: putaka
pelajar, 2001
Rafiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Pt raja Grafindo Persada, 1998
Widnyana Made I, SH, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Fikathi Aneska 2010
Logman Loeby, “Saksi Mahkota” Forum Keadilan, 1995
Fauzan Ahmad, Prinsip-Prinsip Peradilan yang Adil dan Tidak Memihak. Jakarta:
Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1997
Prisnt Darwan, Hukum Acara Pidana dan Praktik. Jakarta: Djambatan, 1998
Waluyo Bambang, Pidana dan Pemidanaan. jakrta: Juar Grafika, 2008
Wibowo,SH, Proses Penanganan Perkara Pidana. Surabaya: Sinar Grafika, 2009
Harahap Yaya M, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jakarta: Sinar Grafika,2002
Mulyadi Lilik, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.
BeritaInternalLengkap&id=6561 ( 21 Agustus 2003)
Wibowow Sp, Hukum Kita. https://M.Hukum Kita Saksi Mahkota.htm
(10 Desember 2010)
Wibowo Edi, saksi Mahkota dalam Pembuktian Pidana. http://www.kantorhukum-
lhs.com/1.php?id=saksi-mahkota-dalam-pembuktian-pidana (8 Februari 2012)
NURHIDAYAT SAPUTRA, lahir di Jakarta 3 Januari 1993
merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara pasangan Bapak Mattu
dengan Ibu Hijrah Rmlasyid. Jenjang pendidikannya ditempuh mulai
dari Sekolah Dasar di SDN Inpres 012 Petang Penjaringan Jakarta
Utara, Selanjutnya pada tahun 2004 melanjutkn tingkat Sekolah
Menengah Pertama di SMP Pluit Raya Jakarta,
lalu kemudian  melanjutkan pada jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 111 Jakarta
hingga lulus tahun 2010. Setelah lulus dari SMA, ia melanjutkan pada jenjang Strata satu (S1)
pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Hukum Pidana dan
Ketatanegaraan  (HPK). Pada jenjang tersebut disamping aktifitas kuliah, penulis  juga aktif
beberapa organisasi diantaranya sebagai pengurus Ikatan Penggiat Peradilan semua (IPPS)
Periode 2012-2013, Pergarakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Pengurus Himpunan
Mahasiswa Jurusan (HMJ). Dan beberapa prestasi yang Pernah diraih penulis diantaranya
menjadi Hakim terbaik MCC Mahkamah Agung diuniversitas Brawijaya Malang, juara 3 pencak
silat se-jakarta setingkat SMA, Finalis Remaja Ceria (RC).
